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Proyek Umbulan Rampung Tahun

Judul Ini Tanggal Kamis, 27 Juni 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman 7)
Proyek sistem penyediaan air minum yang terbesar di Indonesia. Saat ini progress
Resume .
pembangunan telah mencapai 77,06%
» AIR MINUM

Proyek Umbulan Rampung Akhir Tahun Ini

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat menyatakan proyek sistem
penyediaan air minum Umbulan bakal rampung

pada kuartal IV/2019.
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Kompas (Halaman 7)

Resume

Arsitek Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Ada satu aksi
nasional strategis
vang digagas
Presiden Joko
Widodo. tetapi
belum banyak
diketahui publik,
vaitu mengintegra
sikan sistem
perencanaan dan
penganggaran
berbasis elek
tronik. Inisiatif ini
kalah populer
Ketimbang
pembangunan
jalan tol, bendung
an, padat kKarva di
perdesaan. perhu
tanan sosial atau
sertifikasi lahan
dan lain-lain.

Juannys, aksi inl  lebil
substansial. Tujuan yang
ingin dicapai aksi ini adalah
meningkatkan  efisiensi dan
efekdivitas pengelobaan anggar-
an di pusat dan di dserah plus
pengendalian  risiko  korupsi.
Dalam  tulisannys  "Melawsm
Korupsi  dengan  Teknologi™
(Kompas, 18/3/2019), Yanuar
Nugroho meyakinl  teknologi
informasi bisa didayagunakan

untuk mengatasi korupsi
Kalw ite tercapal, pertum-
buhan ekonomi akan lebih ber-
kualitas.  Boleh judi, laju pe-
kemiskinan akan le-

thhal‘ kalau melihat tu-

Arsitektur Sistem Perencanaan
dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Dedi Haryadi
Staf Al Sebiretartar Nesional Pencegadian Kovupsd

APBN/APBD  scperti  halnya
program e KTP, yang kemudian
jadi skandal megakaorupsic prog-
ram yang mangkrak seperti me-
sin parkir di Kota Bandung atau

program  penanganan  stunting
tetapi tak oada kalori, vitamin
atau protein yung menetes secuil
pun poda anak balita yang ku-
rang gizi dan asupan, seperti di
Jawa Barat,
Ukuran dan kriteria
keberhasilan

Yang jadi ukuran keberhasilan
aksi ini, di antaranya (1) ber
fungsinya koneksi antara sistem
dan

pusat dan dacrah. Inilah yang
menyehahkan  inefisiensi, in-
efektivitas dan lingginya risiko
korupsi dalom pengelolaan ang-
garan di pusat dan daerah.

Integrasi berjenjang
Terwujudnys  interoperabili-
tag sistem perencangan (plan-
ning) dun penganggaran (hudge-
ting) berhasis elektronik--untuk
madahnya selanjutnya kita se-
but saja sistem e-plageting—dan
meningkatnya  kualitas  doku-

aplikasi mengantarkan kita pa-
da satu imaji tentang arsitektur

men § dan pengang-
garan akan tercapai kalaw ada
infegrasi  perencansan dan

di pusat, (2) berfungsinya ko-
nelesi antara sistem perencanaan
dan penganggarn di daerab, (3)
berfungsinys koneksi antara sis-
tem perencanaan dan pengang-
garan berbasis elektronik pusat
dengan dacrah, dan (4) terse-
lenggaranya  trilateral anggaran
dan

berjenjang secara
elektronik, yakni (1) integrasi
horizontal e-plageting di pusat,

"masional’, Rna‘mma

na arsitektur eplageting nasio-

nal itu? Dari mana kita memulai

membangun arsitektur e-pla-

geting nasional? Syarat pokok

apa vang harus ada  supayn
Lavets 19

A RV

mulal ini dari nol. Misalnya,
aplikasi e-plageting Sistem In-
formasi Manajemen Perenca-
naan, Penganggaran, dan Pe-
laporan (Skmral) yarg dikem-
bangkan Badan Penglajian dan
Penerupan Teknologi  (BPPT)
sudah hrrhnnﬁ clowd dan model

Di tingkat desa, BPKP jugn
mengembangkan  aplikasi  Sis-
tem Keuangan Dess (Siskeuwd

pusat dan dacrah dengan se
jumiah pc-ﬂu_ikan. dan »(3)

Aplikasi ini selain membantu
aparot dess mengelolo kevangan
desa juga membantu  Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
(APLF) menguwssi pengawasan
pengelolaan kevangan desa. Sa-
at im, BPKP juga sedang me-

gembangkan aplikasi Jain, Si-

aplikasi yung sudah ada sast
ini.

Alternatif mani yang man
diambil? Apa implikasinya ka-
lau, misainyu, alternatif nomor
dua atau nomor tiga yang di-
ambil? Untuk menjawab kedua
pertanyaan itu saat ini BPPT

n
stem P
Desa (Siswakeudes).

Di lingkungan instansi peme-
rintah pusat jugn ada beberapa
aplikasi perencanaan dan peng-
anggaran. Bappenas mengem-
bangkan  aplikssl  eplanning,
Krisnu dan Krisna Selaras. Kris-
na iclar:-s adalah aplikasi untuk

(2) integrasi | d epla-
geting di daerah, dan (3) in-
tegrasi vertikal e-plageting pusat
dengan doerah. Integrasi hori-
zontal eplageting di pusat itu

Kriterla dan kondisi

Ada beberapa kriteria yang
dirumuslean koordinasi, super-

dan kinerga di k
lembags, Sementara kriteria ke-
berhasilannya adalah terwujud -
nya interoperabilitas sistem pe-
rencanaan  dan  penganggaran
berbasis elektronik dan mening-
katnya kuaditas dokumen peren-
canaan dan penganggarn
Gagasan ini bagian  integral
dart 11 aksi Strategl Nasional
(Stranas) Pencegahan  Korupsi
yang tertuang dolam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018
lentang  Stranas  Pencegahan
Korupsi. Informasi detall akst inl
ada dalam Surat Keputusan Ber-
sama Lima Pemimpin Lembaga,
yuitu  Komisi Pemberantasan
Korupsi, Bappenas, Kemendagri,
Kantor Staf Presiden dan Ke-
menpan dan R Birokra-

pe-

visi dan (karsup-
ah) KI'K kalau kml mau me-

an |
(pertanggunggawaban),

proses penting  dalam
proses integrasi horizontal ink
yaitu standardisasi Bagan Akun
Standar (BAS) dan harmonisasi
proses hisnis perencanaan dan
penganggaran berbagai kemen-
terian dan lembaga BAS me-
rupakan daftar kodifikasl dan

e-pla-
geting nasional: (1) model pe-
ngembangannyn  harus  open
soprce, (2) mampe diintegra-
sikan ke dan dari aplikasi lain-
nya, (3) mampu menampung

Py

juga sudah
apen souree.

Aplikast eplageting Sistem
Informasi Mansjemen Daerah
(Sxmdn) yang  dikembangkan

Badan Pengawasan Keuangan

k sinengi perenca-
naan pemerintah pusat dengan
pemda  Kemenkeu  mengem-
hanghkan  Sistem  Aplikasi Keu-
angan Tingkat Instansi (Sakti)
yang nwmukup saduruh pmsu

sedang Lak it i
lalan aplikasi e-plageting. beL\m
diminta Stranas PK/KPK, Per-
pres No 95/2018 tentung SPBE
memang memberikan mandat
kepada BPPT untuk mengaudit
teknolog aplileasi,

Penilaian ini dirancang buken
untule mencari kesalahan, me
tainkn untuk perbaikan splikasi
e-plageting yang ada. Yang ingin
diungkup Jewst keglaton audit
ini, di antaranya kesesualan tek-
nologi aplikasi yany diaudit de
ngan aturan, standar, atau peo-

dan  Pemby (BPKP), sedur yang berlakuw kesesualan
perangkst lunaknys mampu di-  pada sstusn kerja dm\ulm dan dmaun TenCAn, pcr\.mum wtun
gunakan  di rhagai  sis-  proses efisienss,
tem/mesin dan juga sudah ba-  an, dan pelaporan, kelemahan dan kekuatan tek-
nyak dipakai oleh pemerintah Seladn Sakti, di Kemenkeu nologh aplikasi vang diaudit. Au-

daersh. Sampat Oktober 2018,
Simda BPKF sudah digunakan
oleh 375 pemda, Sementara
Simral sudah di kan vleh 16

berbagai lnfwmasl ltrmnmn
, (8)

teknisnya mesrl se-Indonesia
(aervice.

pemda. Aplikasi e-plageting Pe-
intah Ko

tn Surab:

ada Jugn Online Monitoeing 8i-
stem Perbendaharaan dan Ang-
garan Negara (Omspan), Selain
untuk memonitor transaksi. ap-
likasd ini juga untuk menyajilan
yang akurst. lengkagp,

Klasifikasi transaks keuangan
yang disusun secara sistematis
sehagal pedoman dalam peren-
canaan, pengangsaran, pelaksa-
naan anggaran, dan pelaporan
kevangan pemerintah. Dua in-
stitusi yang penting dan instru
mental dalam proses integrasi
horizontal di pusat ini adakah
K i K (Ke-

e Innuh{ ini juga bagion tak
Les dari dus beleid lain
yang saling teckait. vaitu Perpres
No 95/2018 tentang Sistem Pe-

intahan Berhasis Elektronik

hih copat, laju penciptaan la-
pangan kerja akan kebih tinggi
dan kesenjangan ekonomi wn-
tar-golongan masvarakat akan
lebih cepat menyempit. Dengan
demikian, upaya ini akan Jebih
mendekatkan kita pada tujuan
bernegara.

Nantinya tidak ada lagi cerita
tentang program atau kegiatan
yang muncid seketika dalam

(SPBE) dan PP No 172017 ten-
tang Senkronisasd Proses Peren-
canaan dan Penganggaran Pem-
hangunan Nasional,

Beleid yang terakhir ini—PP
No 1772017~ merupakan ikhtiar
pemerintal mengatasi problem
menahun, yaito tak sinkron, tak

menkest) dan Bappenas,
Integrasi barizontal di daerah,
Kendati Jebil kompleks, kuramg
lebih akan melalul proses vang
sama, hanya lembaga yang pen-
ting dan instrumental peranan-
nya berbeda: Kemenkea dan Ke-
mendagrl, Kalau Integrasi ho-
nzontal eplageting di pusat dan
di daerah sudah terjadi, relatif
lehih mudah memastikan ter-
Jadinya integrasi vertial epla-
yeting pusat dengan daerah.
dan o

sinergis, dan tery proses
perencanaan serta penganggaran
di pusat. di daerah dan antara

kan integras eplageting semua
Jenjang ity ke dalam  model

Kemudian, (5) berbisya ren-
dah, kalw bisa gratis lebih baik,
) k i anline, (7)

sudah memenuhi sehagian kri-
tcm terschut, di antaranyu ko
stdah online dan

lokasi datanys clond, (8) pe-

mutakhiran datanya mesti real

time, (9) perangkat lunaknya
be

tidak ada bln)a pemelibaraan.
Aplikasi e-plageting di Su-
rabaya wlg‘cs mengefisienkan,

mampa rhagai
mesin/sstem (partabilty data),
dan (10) perangkat lunaknys
mampa mengagregasi data se-
cara nasional. Selain itu ada dua
kriteria lain yang sangat pen-

dan mengen

dalikan korupsi dalam penge-

Iolaan APBD Dana APBD y:

berhasil diefisienkan bisa di-

alokasikan dan digunakan un-

tuk mem!nay.u p:l.nnmn pm-
didikan,

ting, yaitu (11 k sistem
Informasinya yang tinggt Ini
kut k heu-

bangan usaha kecil lm.'l kubm-
pok

tuhan, ketersedinan, keaslian,
dan kenirsangkalan data dan
Informast, dan (12) kapasitas

Pt Rs 1

miskin. Inovasi
APRD

din detail mengenai pelaksa-
naan sistem pengelolaan per-
bendab &

it ind baru saja dimudad, mung-
kin dalem 4-6 bulan ke depan
hasilnya baru kita dapatian.
Ikhtiar membangun arsitek-
tur eplageting nashonal itu Je-
bilk politis ketimbang teknis.
Lebih banyak dibutuhkan ke-
sepakatan dan konsensus an-
letnb: akt imb

ne-
mara. Saat Inl sedang dikem-
hangkan inisiatif mengintegra-
sikan aplikasi Omspan dengan
aplikasi Siskeudes. Tapi isu dan

membuat peranghkat lunaknys.
Bayangkan  kalan  Kemenkeun
dengan Bappenas atau Kemen-
ke dengan Kemendagri tak

.u«ndn uumuma lerkall Inte-  harmonis? Dapat dipastikan in-
wrasi | I dl lingk tegrasi | e-plageting di
pemerintah pusat adalah bagai-  pusat dan di dacrah itu tak akan
mana mengintegrasikan aplikasi  pernah tecjadi. Ego sektoral dan
Krisna dan Sakti waled interest ity masth kuat

bercokol, Jangankan antara ke-
Audit "e-plageting™ menterfan/lembags, dalam satu

Ekslsn)a beragam  aplikasi
di pusat dan daerah

Pemkot Surabaya inl mengan-
t.'ﬂt:m Tri Rismaharini men-

manusianya memadai.
Beberapa aplikasi perenca-
nsan dan nggaran  vang
ada sekurang ink, balk di pusat
maupun i daerah, sudah me-
menuhi sebagian kriteria itu.
Jadi, sebenarnya kita tdak me-

k Bung Hatta Anti Cor-
ruption Awards (BHACA), Se-
lain itw, pada Oktober 2013,
Pemkot Surabaya jugs menda-
patkan penghangan Future
vernment Awards se-Asia-Pa-
sifik dalam dua kategori, yaitu
pusat data dan inklusi digital,

setidaknya mrnv:mkan thga al-
ternatit datam ar-

direktorat di kementerian yang
sama saja masih persisten.
()kh k.wn.n itu, menpnr—

sitektur e-ﬂageung nasional, ya-

kan poh pdur. wvisi ke depan, dun

itu (M aplilasi

tunggal 7 i

pusat dan daerah, (2) memilih
salah satu aplikast perencanssn
dan PENEANEZATAN yang sudah
ada saat ini )anu(l‘kunhxmuk.m

dan d kan aleh

mr harus di Sayang-
nya belum ada aplikasi yang
bisa digunskan untuk meng-
harmoniskan dan mengintegra-
sikan pola pikir, visi, dan ke-

orang.



Judul Puncak Gunung Es Tanggal Kamis, 27 Juni 2019
Media Kompas (Halaman 13)
Resume Jembatan ambruk yang menerima beban melebih daya tamping dari kendaraan

yang melintas

INFRASTRUKTUR

Puncak Gunung Es

ada 17 Juni 2019, Jembatan Way Mesuji di jalan lintas
P timur Sumatera, Kecamatan Simpang Pematang, Me-

suji, Lampung, ambles. Dua truk bermuatan semen
dan sawit terjebak di tengah jembatan.

Peristiwa ini membawa ingatan kita pada kejadian serupa
di Jawa Timur, Pada 17 April 2018, Jembatan Cincin Lama
yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten
Lamongan ambruk. Pada 2016, kendaraan berat yang melin-
tasi Jembatan Tol Cisomang di ruas Tol Purbaleunyi, Jawa
Barat, dibatasi. Pada jembatan itu ditemukan pergeseran
pilar sehingga pilar perlu diperkuat. Penguatan fondasi dan
pilar diharapkan dapat menghentikan pergeseran yang ter-
jadi.

Meskipun peristiwa tersebut tidak terjadi pada lokasi dan
waktu yang sama, ada satu benang merahnya, yakni ken-
daraan dengan muatan dan ukuran berlebih atau over di-
mension over load.

Di Jembatan Way Mesuji, kepolisian menyatakan, ke-
kuatan jembatan hanya dapat menahan beban maksimal 30
ton. Sementara bobot dua truk bermuatan semen dan sawit
di atasnya 60 ton. Di Jembatan Cincin Lama, beban tiga
truk yang terperosok di jembatan itu diperkirakan 130 ton.
Bobot dan berat kendaraan yang melintas di atas jembatan
itu jauh melebihi kekuatan jembatan yang hanya mampu
menahan 40 ton dengan toleransi beban maksimal 70 ton.
Di Jembatan Tol Cisomang, beban kendaraan berat mem-
percepat kerusakan jembatan.

Memang, beban berlebih bukan penyebab tunggal. Ada
faktor lain, seperti usia jembatan yang mungkin sudah tua
dan persoalan perawatan jembatan secara berkala. Namun,
variabel yang nyaris selalu ada dalam setiap insiden tersebut
adalah kendaraan dengan beban berlebih.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pernah meneliti untuk menguji beban kendaraan jenis truk
vang lewat di beberapa jembatan di ruas jalan nasional.
Hasilnya, 65 persen truk memuat beban melebihi kapasitas.

Persoalannya,
daya rusak truk
dengan beban ber-
lebih bukan linier,
melainkan pangkat
empat. Misalnya,
kelebihan beban
dua kali dari
seharusnya berda-
va rusak terhadap
jalan dan jemba-
tan sebesar dua
pangkat empat
atau 16 kali lipat-
nya.
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tan sebesar dua
pangkat empat
atau 16 kali lipat-
nya.

Biaya

Saat ini truk
memang masih
menjadi andalan
angkutan logistik.
Di Jawa, 90 per-
sen angkutan lo- oA
giStik mengguna- HERYUNANTO
kan truk. Kemam-
puannya membawa barang dari titik awal menuju titik akhir
tanpa perlu berpindah moda angkutan menjadikan truk
lebih unggul dibandingkan dengan moda lain.

Akan tetapi, sebagian besar truk mengangkut muatan
yang melebihi kapasitasnya. Kendaraan dimodifikasi sede-
mikian rupa sehingga dapat mengangkut beban lebih ba-
nyak. Dengan cara demikian, ongkos bisa ditekan.

Meski angkutan truk dinilai efisien, sebenarnya tetap ada
biaya yang harus dibayar di sisi yang lain. Kerusakan jalan
dan kerusakan jembatan menjadi lebih sering. Akibatnya,
biaya untuk perbaikan menjadi lebih besar. Efisiensi yang
dinikmati pemilik angkutan truk dan pengguna jasa sebenar-
nya tidak gratis karena menimbulkan biaya di sisi yang lain,
terutama waktu dan pajak yang dibayar masyarakat.

Namun, masalah ini seolah dibiarkan tanpa ada pence-
gahan yang lebih sistematis. Insiden jembatan ambles atau
roboh menjadi bukti pembiaran yang terus terjadi. Bahkan,
dalam beberapa kasus di jalan tol, truk dengan muatan
berlebih akan berjalan lambat dan menimbulkan kecelakaan
karena tertabrak dari belakang. Nyawa pun melayang.

Idealnya, pemeriksaan truk dilakukan sejak di kawasan
industri atau di awal pengangkutan, bukan di tengah jalan
seperti yang dilakukan di jembatan timbang saat ini. Dengan
pemeriksaan truk di awal perjalanan, kelebihan muat-
an—yang menyebabkan kelebihan beban—bisa langsung di-
bongkar dan diturunkan. Jika ditilang tanpa mengurangi
muatan, kerusakan jalan atau jembatan tetap terjadi.

Memang tidak mudah membenahi persoalan ini. Sebab,
jembatan timbang dituntut memiliki lahan sebagai tempat
muatan diturunkan. Di sisi lain, agar biaya logistik bisa
ditekan, infrastruktur pendukung harus mumpuni sampai ke
pelosok daerah. Selain itu, diperlukan pula ketegasan otori-
tas terkait untuk menegakkan hukum.

Jika berbagai hal itu tidak dilakukan, insiden jembatan
ambles atau roboh tinggal menunggu waktu. Kondisi ini
hanya puncak gunung es dari karut-marut masalah logistik,
infrastruktur, dan penegakan hukum di negeri ini.

(NORBERTUS ARYA DWIANGGA)
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BANJIR SAMARINDA

Lahan untuk Embung Beralih Fungsi

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemba-
ngunan lima embung sistem pe-
ngendalian banjir di Samarinda,
Kalimantan Timur, terkendala
keberadaan permukiman, tam-
bang batubara, dan perkebunan
sawit. Banjir masih mengancam
karena bendungan yang me-
nurut rencana dibangun tahun
ini jauh dari target.

Balai Wilayah Sungai (BWS)
Kalimantan III mencatat, per-
mukiman penduduk tersebar di
lokasi yang sudah direncanakan
sebagai embung dan kolam re-
tensi, seperti Embung Sempaja,
Kolam Retensi Damanhuri, dan
Embung Bengkuring. Semen-
tara itu, lahan yang direnca-
nakan untuk Embung Muang
sudah menjadi tambang batu-
bara, sedangkan lokasi untuk
Embung Pampang Kanan men-
jadi perkebunan sawit.

Kondisi itu membuat reali-
sasi pembuatan penampungan
pengendali banjir tersendat. Ta-
hun ini, BWS Kalimantan III
hanya bisa membangun em-
bung serbaguna Sempaja seluas
0,7 hektar dengan nilai kontrak
Rp 7,8 miliar.

"Pengerjaan sudah dimulai

Selasa (25/6/2019). Daya tam-
pung airnya 27000 meter ku-
bik. Sementara di wilayah Sem-
paja butuh penampungan un-
tuk 500000 meter kubik air
agar terhindar banjir,” ujar Ke-
pala BWS Kalimantan III
Anang Muchlis, Rabu (26/6).
Tahun ini, volume banjir di
Sempaja mencapai 1,1 juta me-
ter kubik. Pembangunan em-
bung di satu titik dengan daya
tampung minim tidak maksi-
mal mengendalikan banjir.
Selain membuat embung,
BWS Kalimantan ITI juga mulai
mengeruk sedimen Bendungan
Lempake. Saat ini, volume
bendungan itu hanya 676.000
meter kubik. Padahal, daya
tampung maksimalnya 1,5 juta
meter kubik air. Pengerukan ini
diharap mengurangi limpahan

air di hulu Sungai Karang
Mumus yang meluap saat
hujan.

Anang mengatakan, sistem
pengendalian banjir itu perlu
dibuat sesuai rencana agar sa-
ling mendukung. Prinsip pe-
ngendalian banjir yang dibuat
sejak 2005 di Samarinda adalah
menahan air hujan di banyak

titik dan dikeluarkan perlahan
agar tidak langsung melimpah
ke Sungai Karang Mumus yang
membelah Samarinda.

Sosialisasi

Saat ini, Pemkot Samarinda
masih sosialisasi di lokasi yang
akan dijadikan embung, Sistem
ganti rugi rumah dan bangunan
masih dikaji.

"Penyuratan sedang kami la-
kukan untuk 2.500 rumah yang
akan terdampak. Skema pem-
biayaan relokasi sedang kami
bahas juga dengan Pemerintah
Provinsi Kaltim. Tahun ini, itu
target kami,” ujar Sekretaris
Daerah Kota Samarinda Sugeng
Chairuddin.

Sebagian rumah itu ada di
bantaran Sungai Karang Mu-
mus. Pembangunan permukim-
an yang tak terkendali di
sempadan sungai ini menam-
bah jumlah korban banjir setiap
tahun lebih dari 50.000 jiwa.

Pembangunan embung dan
pengerukan bendungan Sama-
rinda menggunakan APBN. Ta-
hun ini, APBN untuk pengen-
dalian banjir Samarinda Rp 16,7
miliar. (CIP)
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LINGKUNGAN DANAU LIMBOTO

Revitalisasi Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

GORONTALO, KOMPAS — Danau
Limboto di Kabupaten Goron-
talo terancam hilang menjadi
daratan dalam beberapa tahun
jika sedimentasi yang terus ter-
jadi tidak diatasi. Semua pihak
yang terlibat dalam revitalisasi
danau kritis itu diimbau terus
menjalankan tugas secara si-
multan dan bersinergi.

Kepala Hubungan Masyara-
kat Balai Wilayah Sungai Su-
lawesi (BWSS) II Olden Winar-
to mengatakan, sejak 2012
hingga 2018, revitalisasi ber-
langsung dalam bentuk penge-
rukan dasar danau dan pem-
bersihan eceng gondok. Diba-
ngun pula 13 dam pengendali
(sabo dam) di sungai-sungai
yang bermuara di Danau Lim-
boto seiring dengan pembuatan
Kanal Tapodu dan pintu air.

“Sedimentasi sulit diatasi ka-
rena hutan sebagai daerah tang-
kapan air di daerah hulu rusak.
Akibatnya, lumpur selalu ter-
bawa sungai. Upaya revitalisasi
terus kami lakukan, tetapi tidak
akan ada gunanya kalau tidak
ada perbaikan di hulu,” kata
Olden, Rabu (26/6/2019).

Berdasarkan catatan Kompas

Sedimentasi sulit
diatasi karena hutan
sebagai daerah tang-
kapan air di daerah
hulu rusak.

Dlden Winarto

(2/1), laju sedimentasi Danau
Limboto mencapai 5.300 ton
per tahun. Jika tak segera di-
atasi, diperkirakan dalam 5-10
tahun ke depan Danau Limboto
akan lenyap menjadi daratan.

Menurut Olden, revitalisasi
selama 2012-2018 sedikit me-
nurunkan laju menjadi sekitar
4.000 ton per tahun.

Danau Limboto merupakan
muara dari 23 sungai. Lima
sungai di antaranya termasuk
sungai besar, yaitu Sungai Bu-
lota, Biyonga, Alopohu, Me-
loopu, dan Marisa. "Sungai Alo-
pohu menjadi penyumbang se-
dimentasi terbesar. Sepanjang
tahun airnya selalu keruh ka-
rena sedimen. Kerusakan da-
erah tangkapan air terjadi di

Kecamatan Tibawa dan Bong-
meme,” kata Olden.

Sekitar 10 tahun lalu, kelima
sungai besar masih membawa
debit air sepanjang tahun. Saat
musim hujan, air sungai mem-
bawa sedimen yang terus men-
dangkalkan Danau Limboto.
Permukaan danau pun semakin
menyempit, dari 7000 hektar
pada 1932 menjadi sekitar
2.500 hektar sekarang.

"Karena itu, semua kemen-
terian dan lembaga yang ter-
libat revitalisasi danau harus
menjalankan program sambil
berkoordinasi. Percuma kami
terus mengeruk dasar danau
dan membangun sabo dam ka-
lau tidak ada perbaikan di hulu
ataupun di sepanjang daerah
aliran sungai,” katanya.

11 kementerian/lembaga

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappe-
da) Gorontalo Budyanto Sidigi
mengatakan, 11 kementerian
dan lembaga terlibat dalam re-
vitalisasi Danau Limboto, Di
tingkat provinsi, dibentuk Ke-
lompok Kerja Revitalisasi Da-
nau sebagai wadah koordinasi.

Masalah di daerah hulu su-
ngai tak luput dari perhatian
utama. Budyanto mengatakan,
pemerintah yang dimotori Ke-
menterian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan akan mereha-
bilitasi hutan dan lahan seluas
12000 hektar di hulu Daerah
Aliran Sungai Limboto-Bone
Bolango (DAS LBB).

Bappeda juga mengoordinasi
tugas pemerintah kabupaten
dan kota hingga desa untuk
mengawasi areal penggunaan
lain di daerah penyangga hutan,
terutama yang dijadikan lahan
pertanian dengan kemiringan
30 persen. "Kami minta pe-
merintah daerah menerapkan
pertanian berbasis konservasi,
salah satunya dengan agrofo-
restry. Lahan-lahan pertanian
itulah yang rawan menyebab-
kan sedimentasi,” katanya.

Aktivis lingkungan Jaringan
Advokasi Pengelolaan Sumber
Daya Alam Gorontalo, M
Djufryhard, mengatakan, revi-
talisasi Danau Limboto harus
melibatkan masyarakat. la juga
mendesak pemerintah segera
menyelesaikan penjebak sedi-
men di sabo dam. (OKA)
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PENATAAN KAWASAN

Utamakan Pemenuhan
Kebutuhan Sungai

JAKARTA, KOMPAS — Penataan kawasan Sungai Ciliwung di
Jakarta guna menekan risiko banjir mesti mendahulukan
pemenuhan kebutuhan sungai dibandingkan dengan kebu-
tuhan tempat tinggal di area itu. Kebutuhan sungai antara lain
untuk berfungsi secara baik sebagai sistem aliran dari hulu di
Puncak, Kabupaten Bogor, sampai ke utara Jakarta.

"Memulai program dari sungai, baru ke urbannya, adalah
kunci solusi,” ucap Dekan Departemen Arsitektur Swiss
Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Prof Christophe
Girot di sela-sela diskusi "Beyond Resilience: Towards a More
Integrated and Inclusive Urban Design”, Rabu (26/6/2019), di
Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat. Acara diselenggara-
kan International Forum on Urbanism (IFoU) bekerja sama
dengan Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanagara.

Girot pernah bekerja di Future Cities Laboratory untuk
menangani proyek penelitian penataan Ciliwung tahun
2010-2015, Ta menyimpulkan prioritas penataan Sungai Ci-
liwung dan daerah tangkapan airnya, yaitu mengembalikan
area Ciliwung sebagai ruang publik dan koridor alami.

Dengan cara ini, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat
tidak hanya akan menekan risiko banjir, tetapi memungkinkan
Ciliwung menjadi sumber air bersih bagi Jakarta serta me-
nambah ruang publik Ibu Kota. Panjang Cilivung 119 ki-
lometer. Lebih kurang lima juta jiwa tinggal di daerah
tangkapan air Ciliwung yang seluas 384 kilometer persegi.

Isu vang menjadi ganjalan saat ini adalah permukiman di
bantaran sungai vang seharusnya berfungsi sebagai ruang
terbuka hijau, Bahkan, ada rumah-rumah di dalam badan
sungai. Banjir adalah keniscayaan di rumah-rumah itu.

Proyek normalisasi sungai. meski dikritik karena meng-
andalkan pembetonan dinding tepi sungai, menurut Girot,
menunjukkan penataan permukiman bisa dilakukan. Hal vang
jadi pekerjaan rumah adalah merumuskan penataan sesuai
aspirasi warga bantaran Ciliwung. Mengingat lahan bantaran
sungai mesti dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, lahan
untuk permukiman hasil penataan kemungkinan bakal lebih
sempit, Desain yang cocok antara lain bangunan bertingkat,

“Di Bukit Duri (Jakarta Selatan), Pak Sandy (Sandyawan
Sumardi) mendampingi warga merancang kampung susun,”
ujarnya.

Dari survei selama penelitian, lanjut Girot, warga di Bukit
Duri, Kampung Melayu, dan wilayah sekelilingnya menya-
takan ingin lingkungan sekitar Ciliwung lebih baik. Dengan
demikian, masyarakat perlu didorong untuk sadar bahwa
kesehatan Ciliwung merupakan tanggung jawab bersama,
termasuk mereka yang tinggal di bantarannya,

Di sisi lain, Girot mendorong adanya keputusan politik tidak
hanya dari kepala daerah, tetapi juga presiden, untuk mem-
benahi Ciliwung. Ini lantaran Ciliwung melewati, antara lain,
Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. "Keputusan
presiden adalah satu-satunya solusi,” katanya.

Peneliti dan salah satu pendiri School of Democratic
Economics, Hendro Sangkoyo, menambahkan, selama ini aksi
pemerintah dan pemerintah daerah dalam melestarikan dae-
rah aliran sungai Ciliwung terkesan tidak sungguh-sungguh.
"Pembongkaran vila di Puncak, misalnya, sudah ada sejak Pak
Emil Salim jadi Menteri (Lingkungan Hidup), tetapi kan hanya
beberapa yang dirobohkan, dan tidak ada artinya untuk krisis
di seluruh daerah tangkapan air Ciliwung” tutur Hendro.

Terkait upaya penataan Ciliwung, Hendro menekankan,
pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh meninggalkan
sistem pengetahuan asli dari masyarakat lokal, tidak sekadar
mengandalkan pengetahuan dan teknologi dari luar. (JOG)
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Bappenas: Beban
Jakarta Terlalu Berat
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Padatnya jumlah
penduduk di Pulau
Jawa akan mengancam
ketahanan pangan
Indonesia.

JAKARTA — Menteri Perencana-
an Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, Bambang Brodjonegoro,
menjelaskan alasan perlunya me-
mindah ibu kota Indonesia di Jakarta
ke luar Pulau Jawa. Bambang menga-
takan, fakta bahwa Jakarta menjadi
pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis,
keuangan, perdagangan, dan jasa,
serta pusat migrasi yang semuanya
mengarah ke Jakarta.

“Juga akan semakin menciptakan
beban yang luar biasa terhadap Ja-
karta,” kata Bambang, dalam Dialog
Nasional 11: Menuju Ibu Kota Masa
Depan, Smart, Green and Beautiful di
Jakarta, Rabu (26/6). Hal tersebut
membuat Jakarta semakin susah ter-
bebas dari masalah kemacetan, banjir,
dan kualitas air sungai yang 96 persen
tercemar berat.

Bambang mengungkapkan, masa-
lah kemacetan berimbas pada keru-
gian ekonomi yang mencapai Rp 56
triliun, menurut studi vang dibuat
pada 2013, Sistem pengelolaan trans-
portasi yang sangat buruk menyebab-
kan kemacetan parah. Selain itu, Pu-
lau Jawa juga mengalami krisis keter-

sediaan air, terutama di Jakarta dan
Jawa Timur. Hal tersebut juga akan
memberikan dampak negatif terha-
dap kualitas hidup masyarakat yang
tinggal di dalamnya.

Itu sebabnya, lanjut Bambang, Thu
Kota negara sudah sepantasnya pin-
dah ke lokasi vang lebih sentris. “Kita
ingin memiliki ibu kota yang benar-
benar inilah ibu kota Indonesia, Indo-
nesia yang sentris,” kata Bambang,

Kemudian, Bambang juga menye-
butkan, alasan perlunya memindah
ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah ka-
rena sekitar 57 persen penduduk In-
donesia terkonsentrasi di Pulan Jawa.
Padatnya jumlah penduduk di Pulau
Jawa, terutama di Jakarta, menurut
dia, akan mengancam ketahanan pa-
ngan Indonesia, bukan hanya di Pulau
Jawa, akibat konversi lahan yang me-
ngurangi lahan pertanian,

Melihat dari sisi ekonomi, Bam-
bang menyebut, setidaknya proses
pembangunan ibu kota baru bakal
mendorong pertumbuhan sekitar 0,1
persen. “Kami melakukan penghitung-
an dampak pemindahan ibu kota ter-
hadap perekonomian nasional, ini akan
menambah riil produk domestik bruto
nasional 0,1 persen,” kata Bambang,
Bambang mengatakan, pem-bangunan
tersebut dapat meningkatkan pertum-
buhan karena bakal menimbulkan ke-
glatan penggunaan sumber daya po-
tensial yang selama ini belum diguna-
kan. Terlebih, sumber daya alam yang
saat ini dimiliki di sekitar Kalimantan
vang kemungkinan besar dipilih seba-
gai lokasi pemindahan.

Geliat pembangunan ibu kota ba-

Kita ingin memiliki
ibu kota yang benar-
benar inilah ibu kota
Indonesia, Indonesia
yang sentris.

ru, lanjut Bambang, juga bakal me-
macu kegiatan perekonomian di
sekitar wilayah Kalimantan. Terutama
di kawasan Indonesia Tengah dan In-
donesia Timur. “Jadi, memang lokasi
itu menjadi penting, semakin strategis
lokasinya, semakin besar pula dam-
paknya,” ujarnya.

Meski demikian, Bambang menje-
laskan, kontribusi sebesar 0,1 persen
itu tergolong kecil. Saat ini, total pro-
duk domestik bruto (PDB) nasional
sekitar Rp 15 ribu triliun. Oleh karena
itu, dengan pertumbuhan 0,1 persen,
menyumbang PDB sekitar Rp 15
triliun, Pemerintah memastikan, pe-
mindahan ibu kota tidak akan menye-
babkan kontraksi ekonomi di luar
wilayah pembangunan.

Pembangunan ibu kota baru di-
prediksi bakal mendongkrak laju in-
flasi secara nasional. “Pemindahan
ibu kota bisa menyebabkan inflasi. Ta-
pi, tambahan inflasinya kemungkinan
relatif kecil atau sangat minimal,” kata
Bambang. Berdasarkan penghitungan
Bappenas, Bambang menuturkan,
pembangunan ibu kota diperkirakan

bakal menyumbang kontribusi inflasi
sebesar 0,2 persen. Dengan kata lain,

jika rata-rata inflasi nasional dalam

kondisi normal sebesar 3,50 persen,
akan bertambah menjadi 3,70 persen.

Menurut Bambang, penambahan
inflasi sekitar 0,2 persen masih dapat
ditoleransi. Sebab, inflasi di kisaran 3-
4 persen termasuk inflasi yang sangat
rendah sejak beberapa tahun terakhir.
“Masih bisa ditolerir dan dampaknya
relatif minimal,” ujar Bambang, Ken-
dati demikian, Bambang mengatakan,
di tengah inflasi yang meningkat, kon-
disi itu akan disertai dengan pening-
katan perdagangan antarwilayah. Bu-
kan hanya antarkota dan provinsi, me-
lainkan juga antarpulau.

Sementara itu, Kepala Biro Hu-
bungan Masyarakat Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK), Djati Witjaksono Hadi, me-
ngatakan, pithaknya meminta peme-
rintah tidak mengorbankan lahan
konservasi dialihkan jadi lokasi per-
mukiman. “Diupayakan kalau me-
mang menetapkan ibu kota baru di
Kalimantan Tengah (Kalteng), bang-
un permukiman diluar lahan konser-
vasi,” kata Djati, di Kabupaten Kota-
waringin Barat, Kalimantan Tengah
(Kalteng), Selasa malam.

Djati menyadari, kebijakan peme-
rintah mengenai hal ini bisa mengaki-
batkan pertambahan jumlah pendu-
duk yang pindah ke ibu kota baru di
Kalteng, dan dibutuhkan lahan untuk
permukiman baru. Namun, bukan
berarti keputusan ini mengorbankan
lahan konservasi. ® dedy darmawan
nasution/antara ed: nora azizah
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levast Waduk Turun
Ribuan Ha Padi Puso

Kemarau tahun ini belum mencapai
puncaknya, tetapi di sejumlah daerah
mengalami kekeringan serius.
Tanaman padi dilaporkan lebih dari
2.000 hektare (ha) puso.
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AMPAK kemarau
menyebabkan
Waduk Sermo di
Kabupaten Kulon-
progo mengalami penurunan
elevasi. Koordinator Lapang-
an Pengelola Waduk Sermo
Novika Prabowo mengata-
kan, dari data monitoring
level muka air Waduk Sermo,
tingkat elevasi pada awal Juni
2019 berkisar 132 meter di
atas permukaan laut (mdpl).
Kondisi itu terus menurun
dan saatinipada level 131,13
mdpl “Ini karena rendahnya
curah hujan,” jelasnya.
Dikatakan, dengan penu-
runan elevasi ini, volume
air di waduk tersebut juga
menyusut dari 20 juta meter
kubik pada saat elevasi tinggi
136 mdpl, menjadi 1,5 juta

meter kubik pada elevasi
131,13 mdpl.

Novika meyakini, selama
elevasi air belum menca-
pai 124 mdpl batas bawah
normal, Waduk Sermo tidak
akan kekurangan air untuk
memenuhi suplai ke daerah
irigasi. Dia juga memastikan,
saat ini elevasi air di waduk
itu masih dalam kondisi
normal.

Namun, jika kemarau ber-
langsung lama, akan ada
penyesuain suplai air irigasi
ke lahan sawah.

Terpisah, Gubernur Jawa
Barat, Ridwan Kamil, meng-
aku pihaknya sudah me-
mantau kondisi di sejumlah
waduk, seperti Cirata dan
Jatiluhur di Kabupaten Pur-
wakarta.

Berdasarkan hasil pan-
tauan, menurutnya, fungsi
kedua waduk tersebut masih
berjalan baik.

Lahan padi puso

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Gunungkidul
Bambang Wisnu Broto me-
nyebutkan, terdapat 1.918
hektare padi di wilayahnya
gagal panen dan dinyatakan
puso. Tersebar di 10 kecamat-
an, yang paling luas di Keca-
matan Semin yang mencapai
505 hektare.

Bambang menjelaskan,
pihaknya sudah menyam-
paikan ke pemerintah pusat
dan dijanjikan mendapatkan
bantuan benih untuk 1.800
hektare serta akan menda-
pat bantuan dari BPTP (Balai
Pengkajian Teknologi Perta-
nian) Yogyakarta.

Menurut dia, gagal panen
itu sebabkan di Gunungkidul
sudah tidak mengalami hu-
jan sejak memasuki April
hingga kini.

Sementara itu, Kepala Di-
nas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa
Barat Hendi Jatnika menye-
butkan, ada 8.644 hektare
lahan pertanian di wilayah-
nya mengalami kekeringan
saat ini. Daerah yang paling
terdampak berada di utara,
seperti Majalengka, Indra-

mayu, dan Cirebon yang ba-
nyak lahan pertanian padi.
Dari jumlah tersebut, Kabu-
paten Indramayu menjadi
yang paling parah karena
terdapat 1.456 hektare yang
sudah tidak menerima pa-
sokan air.

“Kedua, Majalengka (1.266
hektare) dan Cirebon (811
hektare),” kata Hendi. Selain
di daerah tadi, menurutnya,
kekeringan pun terjadi di-
hampir seluruh kabupaten/
kota.

Di Tegal, Jawa Tengah, ban-
tuan air bersih dari PMI ke
lokasi kekeringan langsung
diperebutkan warga. Seperti
di Desa Kertasari, Kecamatan
Surodadi, mereka berebut air
bersih dengan membawa em-
ber atau penampung air lain-
nya. Bantuan air bersih terse-
but sangat ditunggu-tunggu
karena sejak Mei kekeringan
dan krisis air bersih.

Kemarau juga menyebab-
kan lima hektare lahan di
Ogan Ilir, Sumsel, terbakar.
Asap pekat mengganggu
pengedara di Tol Palindra
karena lokasinya berdekatan
dengan jalan tersebut. (BY/BB/
JUAT/DW/DG/RF/AD/YK/N-2)




